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Abstract

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan
Tahun 2016-2017” latar blakang masalah ini melihat kondisi penyelenggaraan reklame di
Kabupaten Magetan yang perlu pengaturan agar wajah kota tidak terlihat semrawut, masih
ditemukannya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelengaraan reklame dikarenakan keberadaan
reklame yang semakin marak dengan memberikan ketentuan-ketentuan kepada peneyelnggara
reklame melalui sebuah peraturan yang mengatur sebuah pelaksanaan kebijakan yaitu masalah
perizinan pemasangan reklame. Kebijakan pemerintah tersebut dikeluarkan melalui bentuk
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan

Reklame di Kabupaten Magetan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian
deksriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan implementasi yang tepat, dengan
variabel-variabel yang diteliti sesuai dengan keadaan terkini. Penelitian dekriptif bermaksud
memuat pernyataan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat
populasi tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara,

observasi, dan dokumentasi serta pemanfaatan data primer dan sekunder.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis implementasi kebijakan yang mengatur
ketentuan pemasangan rekalme di Kabupaten Magetan telah dilaksanakan sesuai Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di
Kabupaten Magetan. dari analisa yang dilakukan penulis dari hasil implementasinya sudah cukup
baik walaupun masih ada beberapa kekurangan tetapi terus dilakukan perbaikan oleh instasi atau
lembaga Dinas Penaanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Magetan. Komunikasi mengenai kebijakan dilakukan dengan sosialisasai masih belum
menyeluruh, sedangkan dalam sumber daya di DPMPTSP Kabupaten Magetan ini sudah
semuanya ada namun masih di temukan kekurangan dalam instansi atau Lembaga tersebut
beberapa di antaranya DPMPTSP Kabupaten Magetan masih kekurangan tenaga kerja dan juga
masih kurangnya akses media online atau website untuk mempermudah pelayanan perizinan
pemasangan reklame di Kabupaten Magetan, disposisi sudah cukup baik dikarenakan kordinasi

yang baik antar lembaga instansi yang bersangkutan dengan kebijakan perda tersebut.



Hasil analisa tersebut, saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu
peningkatan dalam segi sosialisasi yang lebih menyeluruh, agar lebih mengedukasi masyarakat
pemasang reklame untuk meminimalisir pelanggaran tentang reklame dan juga penambahan

pegawai untuk meningkatkan kinerja.
Keywords : Implementasi, Perda Nomor 18 Tahun 2016, Reklame, DPMPTSP
Pendahuluan

Perkembangan kota modern tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sosial ekonomi dari kota
itu yang ditandai dengan adanya iklan komersil ataupun yang bukan komersial di sudut-sudut
kota. Tanda-tanda advrensi komersil kini seakan menjadi elemen-elemen visual dan dalam
perkembangannya telah menyebabkan kontroversi dan perbedaan kepentingan dalam
perencanaan kota komperhensif. Perancangan suatu kota memiliki suatu makna khusus yang
mana membedakan dari berbagai aspek proses perencanaan kota itu. Perancangan kota berkaitan
dengan tanggapan indrawi setiap manusia terhadap keadaan fisik kota seperti: kualitas estetika,
penampilan visual, juga karakter sepesial (Wicaksono, 2008).

Untuk menunjang usaha mereka, banyak masyarakat menggunakan media promosi yaitu iklan
atau reklame. Oleh sebab itu banyak ditemukan baliho, poster, dan spanduk di sepanjang jalan
utama di Kabupaten Magetan yang lambat laun juga akan bertambah di sepanjang jalan utama di

Kabupaten Magetan.

Penataan reklame di Kabupaten Magetan yang sedikit kurang baik dan sedikit tidak jelas
seharusnya dapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Magetan. Dalam hal ini
Pemerintah Daerah harus memberikan kebijakaan peningkatan pelayanan publik untuk izin
pemasangan reklame. Berhubungan dengan pemasangan reklame dengan adanya Kebijakan
Pemerintah yang diatur dalam peraturan daerah maka diharapkan pemasangan reklame dapat

terlaksana secara rapi dan juga tertata sebagaimana mestinya.

Menurut yulisar (1999), berbagai ragam dan bentuk dan cara pemasangan serta penempatan
reklame. Pemasngan reklame juga mengalami naik-turun sesuai perkembangan ekonomi dan
munculnya media baru dalam pemasangan iklan. Lebih spesifik menurut bentuk, susunan dana

tau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memajukan suatu



barang, jasa atau seorang yang di tempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan pernah didengar dari

suatu tempat oleh umum.

Dasar hukum pengaturan reklame di Kabupaten Magetan diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan
Reklame. Di dalamnya dengan jelas tercantum ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan
kegiatan reklame yang jelas dan sudah di susun sedemikian rupa untuk menguatkan regulasi
dalam peraturan daerah tentang reklame di Kabupaten Magetan. Oleh karena itu bahwa
implementasi peraturan daerah mengenai reklame ini masih kurang baik dan masih banyak celah
untuk melanggarnya maka perlunya mengkaji lebih dalam tentang Penegakan Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame ini (Prasetya,
2017).

Menurut Eyestone, (2014: 13) kebijakan publik ialah “the relationship of governmental unit to its
environment” (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan Pemerintah dengan
lingkungannya). Demikian pula definisi yang pernah dikemukakan oleh Wilson, ( 2014: 14) yang
merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: “The actions, objectives, and pronouncements of
government on particular matters, they take (or fail to take) to implement them, and the
explanations they give for what happens (or does not happens)”. (tindakan-tindakan, tujuan-
tujuan, dan pernyataan-pernyataan dari pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu,
Langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan
penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka menenai apa yang telah terjadi (atau tidak
terjadi).

Menurut Hoogerwerf (1983: 157), akan tetapi banyak sekali kebijaksanaan yang didasarkan pada
ide-ide yang kelihatannya sangat layak akan tetapi ternyata menemani kesulitan ketika harus
dipraktekkan di dalam lapangan. Selama proses implementasi beragam interpretasi dan asumsi
atas tujuan, target dan strategi pencapaian tujuan dapat berkembang bahkan dalam lembaga
implementasi selalu melakukan diskresi atau keleluasaan dalam mengimpementasikan
kebijaksanaan. Hal ini dilakukan Karena kondisi social ekonomi maupun politik masyarakat

yang tidak memungkinkan sehingga kebijakan yang seharusnya tinggal dilaksanakan akhirnya



banyak menimbulkan penundaan, penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan arah

kebijaksanaan.

Metode Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive
research). Dimana dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar,
dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selama itu
yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Penelitian ini menganaslisa kebijakan yang diselengarakan untuk mengetahui formulasi
kebijakan guna memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang objek penelitian melalui
pengkajian apa yang ada dan apa yang terlihat. Sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan
bahwa jenis penelitian ini adalah “deskriptif kualitatif” sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data
primer dan sekunder.

Proses analisis digunakan model Implementasi Kebijakan Menurut Edwerd 111 beberapa hal yang
dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, Edward IlIl dalam
(Agustino,2014: 149-154) vyaitu: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur
birokrasi.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Magetan . Pemilihan lokasi ini dikarenakan substansi tersebut yang erat
kaitanya dengan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan
Penerapan Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan.

Pembahasan

Keinginan pemerintah kabupaten magetan untuk berbenah dalam tata ruang kotanya di
karenakan kabupaten magetan menjadi tujuan dan destinasi pariwisata alamnya yang di mana
Telaga Sarangan di bawah lereng Gunung Lawu menjadi icon kebanggaan warga masyarakat
Kabupaten Magetan. Namun untuk melakukan perubahan semau itu pemerintah kabupaten
magetan dengan serius memperhatikan semua sektor yang berkaitan dengan tata ruang kota salah

satunya yaitu mengenai reklame. Namun sangat di sayang masih banyak reklame yang masih



belum tertata dengan baik dalam segi penempatan pemasangan reklame dan ada usulan untuk
melarang reklame melintang diatas jalan atau bisa di sebut juga reklame bando karena
pemasangannya yang tidak sedap di pandang mata pengguna jalan. Oleh sebab itu di tahun 2016
kemarin di sahkannya peratuaran daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame yang menggantikan perda yang
lama yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban
Pemasangan Reklame

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan bahwa ada empat hal yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan antara lain yaitu:
Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan Organisasi Pelaksana. Empat hal tersebut yang
mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 18 tahun

2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame tersebut.

Komunikasi Dengan adanya komunikasi yang baik antara instansi terkait yaitu DPMPTSP
Kabupaten Magetan dengan masyarakat dapat terwujud pengimplementasian perda reklame dan
untuk menentukan tujuan dari pengimplementasian perda reklame tersebut. Adapun indikator
komunikasi dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah komunikasi dalam

pengimplementasian perda reklame sudah dilakukan dengan baik.

Sosialisasi dalam hal ini sangat penting peranannya untuk memberi tahukan ke masyarakat
pemakai dan pengguna jasa reklame untuk masyarakat lebih mengerti dan paham langkah-
langkah apa saja untuk untuk melakukan perizinan pemasangan reklame dana apa-apa saja yang
di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan dalam kebijakannya. Hal ini mendapat perhatian
kusus dalam instansi DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Sumber Daya Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena
bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari
pelaksana (implementor) kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan
kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan
secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Yang di maksud

dengan sumber daya yang di perlukan dalam implemntasi menurut Edwards Il yaitu sumber



daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya finansial/anggaran dan suber daya sarana
dan prasarana.

Sumber daya manusia: Dalam hal ini yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu Kabupaten Magetan memerlukan PNS/pegawai yang memadai sesuai kemampuan dalam
melaksanakan pekerjaannya sesuai bidang dan bagianya sendiri-sendiri dan juga mengikuti
prosedur yang ada untuk melakukan perekrutan PNS/pegawai untuk mendapatkan sumberdaya
yang mumpuni hal ini juga berpengaruh dalam melaksanakan kegitan dalam pelayanan perizinan
di DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Sumber daya informasi : Dalam hal sumber daya informasi, penyediaan informasi di dinas
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan meliputi
beberpa informasi mengenai profil kelembagaan, profil struktur organisasi dan juga informasi
dalam standar pelayanan. Hal tersebut untuk mempermudah melaksanakan kegiatannya dalam

pelayanan perizinan reklame di DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Sumber Daya Finansial/Anggaran : Dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatannya dinas
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan
membutuhkan dana atau anggaran yang menunjang semua pelaksanaan dan kegiatan kegiatan
dalam melakukan kebijakan dan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Magetan.
DPMPTSP Kabupaten Magetan mendapatkan dana tersebut dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan di tahun 2016 anggaran yang ada di DPMPTSP
Kabupaten Magetan yaitu sebanyak 2.223.000.000,- dan ditahun 2017 DPMPTSP Kabupaten
Magetan menggangarkan sebanyak 2.416.000.000,- persentase anggaran di dinas penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan di setiap tahunya
meningkat hal itu disebabkan semakin banyaknya kebutuhan anggaran dalam oprasional kegiatan
di linggkungan DPMPTSP Kabupaten Magetan karena meningkatnya masyarakat dalam
pengadaan perizinan reklame di DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Sumber daya sarana dan prasarana : Untuk pengadaan sarana dan prasarana DPMPTSP selalu
menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana, kemudian diusulkan dalam penganggaran.
Apabila anggaran telah tersedia, maka bisa dilakukan pengadaan barang/jasa untuk memenubhi
kebutuhan di dalam DPMPTSP Kabupaten Magetan. masih ada beberapa kendala sarana dan
prasaran yang masih belum tercukupi seperi Gedung arsip untuk mennyimpan data-data terkait



dengan izin dan sebagian dari kurangnya kendaraan untuk oprasional lapangan hal ini dapat
menghambat kinerja dari DPMPTSP kabupaten mageran oleh sebab itu di butuhkan pengadaan

sarana dan prasarana yang tepat sesuai dengan kebutuhan instansi terkait.

Disposisi/ Sikap Pelaksana Dalam hal kordinasi ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan saling bekerja sama dengan SATPOL PP Kabupaten
Magetan hal ini di karenakan SATPOL PP yang berperan utuk menertibkan reklame-rekmae
yang melangar peraturan yang menyangkut perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan
penertiban pemasangan reklame di pihak DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagai pemberi
informasi dan data rekalme yang menyalahi aturan dan SATPOL PP bertugas untuk
menertibkannya. bahwa sikap disposisi yang ditunjukan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magetan terkait pelaksanaan perizinan dan penertiban
reklame di Kabupaten Magetan cukup tepat. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap yang
dilakukan Dinas dalam pelaksanaan program terkait pelaksanaan penerapan perda Nomor 18
Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Magetan.
Namun untuk kedepanya agar dapat lebih banyak melibatkan masyarakat agar masyrakat itu
sendiri tahu bagaimana dana pa yang di lakukan instansi atau dinas dalam penyelengaraan

kegiatan reklame.

Struktur Birokrasi Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama
banyak pihak sehingga implementasi suatu kebijakan dapat berjalan belum efektif jika terdapat
ke tidak efisienan struktur birokrasi. Dalam hal struktur birokrasi terkait pelaksanaan dan
penerapan perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame
di Kabupaten Magetan maka di perlukan Standard Operational Procedure (SOP) di mana di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magetan dapat
menjalankan pekerjaannya dengan baik karena sudah adanya Standard Operational Procedure
(SOP) yang di miliki DPMPTSP Kabupaten Magetan. Untuk Standard Operational Procedure

(SOP) pelayanan pengajuan perizinan reklame di kabupaten magetan
Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di

Kabupaten Magetan ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yaitu:



Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di
Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan juga DPMPTSP
Kabupaten Magetan namun kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada
masyarakat pengguna pemasang reklame di Kabupaten Magetan. Dan kurangnya tenaga kerja
atau pegawai di DPMPTSP Kabupaten magetan ini mengakibatkan implementasi perda Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan
kurang maksimal.

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi Perda Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan ini
adalah dari segi sumber daya manusianya dan juga sarana dan prasarana yang belum memadai
dan juga kurangnya pegawai di DPMPTSP Kabupaten Magetan untuk dapat memaksimalkan
kinerja di butuhkan tenaga kerja yang sepadan dan juga media online prasaran informasi untuk
melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan reklame masih belum bisa untuk di akses
masyarakat untuk mendapatkan informasi dan melakukan perizinan secara online dan juga
kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencari informasi mengenai kegiatan dan pemasangan
reklame yang sesuai dengan ketentuan yang ada di Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan.
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